PIMPINAN DPRD KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

NOMOR || TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
‘ UNTUK MENETAPKAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
-- DAERAH TENTANG TATA TERTIB DAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

Menimbang

: a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur

penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki peran dan
tanggungjawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas,
produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang
dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

.bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Ketapang nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Tertib dan Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 2 tahun 2019 tentang
Kode Etik perlu penyempurnaan materi dan sistematika untuk
menunjang kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga

perlu dicabut dan diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;




Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Memperhatikan:

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Ketapang pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 dalam
Rangka Penetapan Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Kode
Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang.

MEMUTUSKAN:

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Ketapang untuk menetapkan Rancangan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib dan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Ketapang;

Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU telah melaporkan dan menyampaikan hasil kerjanya
secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Ketapang;

bahwa dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang maka Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 tahun 2019 tentang
Tata Tertib dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
nomor 2 tahun 2019 tentang Kode Etik, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku lagi;

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Ketapang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 31 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
KETUA,

HMAD SHOLEH



